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 Dalam praktek peradilan hukum pidana, baik Penyidik POM TNI, Oditur Militer, 

Penasihat Hukum (PH) dan Hakim Militer isitilah cacat hukum formil adalah 

merupakan istilah yang populer dan diketemukan setiap melaksanakan/menggelar 

persidangan.  

 

 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada 

Pasal 2 ayat (4)  mengatur pelaksanaan “Peradilan dilakukan dengan sederhana, 

cepat dan biaya ringan”, maka salah satu cara untuk mencapai hal tersebut di atas 

adalah agar para pelaku penegak hukum mampu mengetahui apa saja yang 

mencakup lingkup suatu berkas perkara dinilai “cacat formil”, atau sebaliknya telah 

terpenuhi “syarat formilnya” karena mengetahui hal tersebut sangat menentukan 

percepatan penyelesaian perkara yang sedang diperiksa atau disidangkan. 

 

 Adapun teori hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik, mengenal istilah 

hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil adalah 

sekumpulan peraturan-peraturan hukum atau perundang-undangan yang berisi 

penetapan mengenai perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang untuk dilakukan 

baik kejahatan maupun pelanggaran, siapa saja pelakunya yang dapat dihukum, jenis 

hukuman apa yan dijatuhkan terhadap pelakunya bahkan batasan minimal dan 

maksimal ancaman pidananya juga diatur. Sedangkan yang dimaksud Hukum pidana 

formil  adalah hukum acara pidana mengenai ketentuan-ketentuan hukum yang 

mengatur bagaimana cara menerapkan hukum pidana materiil dalam praktek hukum 

baik di tingkat penyidikan, penuntutan dan persidangan. 

 

 Dasar hukum pelaksanaan hukum pidana formil yang digunakan bagi anggota 

TNI yang diduga melakukan perbuatan pidana adalah Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang mengatur hukum acara formil sejak tahap 
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dilakukannya penyidikan, penuntutan dan persidangan (Pasal 69 sampai dengan 

Pasal 264). 

 

 Agar penyelesaian perkara dapat dilakukan dengan cepat sesuai dengan 

tuntutan masyarakat pencari keadilan dan juga sesuai ketentuan perundang-

undangan yang berlaku, maka unsur penegak hukum khususnya pada ranah pidana 

militer, mulai dari tingkat penyidik (POM TNI), Oditur Militer (Ormil), Penasihat Hukum 

(PH) dan para Hakim Militer haruslah mampu membaca dan mengerti serta 

menguasai terlebih dahulu hukum acara formilnya. 

 

 Berkas perkara sebagai produk penyidik POM TNI yang pro justisial dan SDAK 

(Surat Dakwaan) sebagai produk Ormil (Oditur Militer) yang bersumber dari BAP 

penyidik serta pelaksanaan tahapan persidangan yang sesuai ketentuan Undang-

Undang tentunya akan mempercepat proses penyelesaian perkara di Pengadilan 

Militer sebagaimana yang diharapkan oleh para pencari keadilan. 

 

 Dalam praktek persidangan dapat ditemukan suatu berkas perkara atau 

pelaksanaan persidangan dinilai “cacat formil” atau tidak bernilai hukum karena 

dianggap mengabaikan ketentuan hukum formil sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, baik yang terjadi pada 

tingkat penyidikan (pemberkasan berkas perkara oleh POM), proses penuntutan oleh 

Oditur Militer dan persidangan oleh Majelis Hakim. 

 

 

A. Cacat Hukum Formil pada Tingkat Penyidikan (POM TNI). 

  

Sesuai kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

1997 tentang Peradilan Militer, bahwa POM TNI melakukan penyidikan terhadap 

perkara pidana yang dilakukan oleh Prajurit TNI sehingga diharapkan aparat penyidik 

harus mampu menguasai hukum acara formil sehingga hasilnya berupa Berkas 

Perkara (BP) memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang. 
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 Adapun pointer-pointer yang tergolong “cacat hukum formil” ditingkat 

Penyidikan sehingga suatu berkas perkara menjadi nilai hukumnya tidak ada atau 

tidak syah karena tidak ditaatinya ketentuan yang ada adalah sebagai berikut : 

1. Hak Tersangka wajib didampingi Penasihat Hukum sejak awal 

pemeriksaan (Pasal 217 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997). 

2. Hak Tersangka mendapatkan Bantuan Hukum dalam perkaranya untuk 

didampingi oleh Panasihat Hukum (PH) sesuai Pasal 215 Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 1997. 

3. Perkara yang mensyaratkan delik aduan absolut padahal di berkas 

perkara tidak ditemukan/tidak ada (Surat Pengaduan). 

4. Surat Pengaduan yang diwajibkan dibuat dalam bentuk Laporan Polisi 

oleh penyidik. 

5. Surat Pengaduan yang sudah kadaluwarsa dan juga pengaduan yang 

tidak memenuhi ketentuan Pasal 72 sampai dengan pasal 75 KUHP. 

6. Berkas perkara/hasil pemeriksaan yang dilakukan polisi terhadap orang 

umum yang melakukan tindak pidana bersama-sama anggota TNI, sehingga 

hasil pemeriksaan tersebut diserahkan ke POM yang berwenang, lalu penyidik 

POM hanya melegalisirnya saja  tanpa melakukan pemeriksaan langsung. 

7. Kewenangan penyidikan yang dilakukan tidak dasarkan pada “locus 

delictie”, sebagaimana ketentuan Pasal 10 huruf a dan huruf b Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 1997 (Tumpang tindih kewenangan penyidikan). 

8. Status Tersangka yang juga menjadi saksi kunci dalam perkara 

Tersangka lainnya, hasil BAP sama persis termasuk judulnya tidak dirubah 

masih tertulis sebagai Tersangka yang seharusnya tertulis Saksi atau 

sebaliknya. 

9. Saat melakukan pemeriksaan, penyidik melakukan tekanan, kekerasan 

atau mempengaruhi yang diperiksa baik itu para Saksi maupun Tersangka. 

10. Saat pemeriksaan dilakukan, Tersangka atau Saksi menyatakan dalam 

keadaaan tidak sehat apalagi disertai surat keterangan dokter dari rumah sakit, 

namun penyidik tetap melanjutkan pemeriksaan. 

11. Penyidik membuat Berita Acara adanya barang bukti yang wajib 

ditandatangani oleh Tersangka namun lupa penyidik menyuruh Tersangka 
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membubuhkan tandatangan yang akhirnya Terdakwa di depan persidangan 

menyangkal Berita Acara tersebut yang tidak ditandatanganinya sebagaimana 

Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. 

 

Berdasarkan pointer di atas, maka Penyidik POM TNI dibutuhkan ketelitian dan 

kecermatan dalam pemberkasan perkara sehingga dapat terhindar dari cacat hukum 

formil sehingga tidak lagi berkas perkara tersebut bolak balik setelah diterima oleh 

Oditur Militer.  

 

B. Cacat Hukum Formil pada Tingkat Penuntutan. 

  

Kewenangan pengolahan berkas perkara dilakukan oleh Oditur Militer dan 

setelah terbit Skeppera maka perkara tersebut segera dilimpahkan ke Pengadilan 

Militer yang disertai dengan Surat Dakwaan (SDAK) yang telah memenuhi syarat 

formil dan syarat materiil sesuai Pasal 130 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

1997. 

 

 Adapun “cacat hukum formil” pada tingkat Penuntutan apabila tidak ditaatinya 

ketentuan yang ada adalah sebagai berikut : 

1. Penerapan pasal dalam surat dakwaan tidak sesuai dengan hasil BAP 

penyidik POM. 

2. Terjadinya perubahan surat dakwaan yang tidak sesuai Pasal 131 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. 

3. Skeppera ditandatangani oleh pejabat yang sebenarnya tidak 

berwenang atau tidak berhak. 

4. Surat dakwaan lupa ditandatangani termasuk pemuatan tanggalnya oleh 

Oditur Militer. 

5. Penerapan pasal surat dakwaan tidak sesuai dengan pasal pada 

Laporan Polisi (sama sekali tidak sesuai atau menambah pasal yang 

sebelumnya tidak ada dalam laporan polisi sementara tidak didukung oleh hasil 

BAP). 

6. Penerapan pasal dalam surat dakwaan menerapkan pasal ganda yaitu 

Undang-Undang lama diterapkan bersamaan dengan Undang-Undang yang 
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baru (seperti Undang-Undang Narkoba padahal Undang-Undang lama telah 

dicabut). 

7. Surat dakwaan disusun secara kumulatif atau alternatif khusus perkara 

tindak pidana korupsi menerapkan pasal Undang-Undang Korupsi dan KUHP 

terkait kerugian negara dan penyalahgunaan jabatan/wewenang (Seharusnya 

tidak lagi menerapkan pasal KUHP karena pasal tersebut telah ditarik pada 

pasal Undang-Undang Tipikor). 

 

Ketelitian dan kecermatan Oditur Militer dalam pengolahan perkara yang 

tertuang dalam Surat Dakwaan adalah sangat menentukan percepatan persidangan 

perkara Terdakwa apabila Surat Dakwaan telah disusun sesuai ketentuan hukum 

acara, sehingga penilaian sah tidaknya BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang dibuat 

oleh Penyidik POM berimplikasi yuridis terhadap pembuatan Surat Dakwaan yang 

disusun oleh Oditur Militer artinya ketidaksempurnaan Surat Dakwaan tersebut akan 

terlihat apakah terpenuhinya syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 

130 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. 

 

 

C. Cacat Hukum Formil pada Tingkat Persidangan. 

  

Berkas perkara yang dilimpahkan ke Pengadilan Militer langsung diregister 

sesuai dengan Standar Operasional dan Prosedur (SOP), kemudian ditunjuk Majelis 

Hakim untuk mempelajari berkas perkara sekaligus yang menyidangkan perkara 

tersebut sesuai dengan Pasal 136 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 

tentu didahului dengan menerbitkan Rensid dan kemudian dikirim kepada Kaotmil/ 

Oditur Militer  untuk memanggil para Terdakwa, para Saksi dan mendatangkan 

Barang Bukti (BB) dengan maksud agar pelaksanaan persidangan berlangsung 

lancar, cepat dan biaya ringan. 

 

 Pada tingkat pelaksanaan persidangan dapat diketahui beberapa pointer yang 

tergolong cacat hukum formil saat Persidangan berlangsung karena tidak ditaatinya 

ketentuan yang ada sebagai berikut : 



 

 

6 

 

1. Persidangan tidak mengikuti ketentuan Pasal 215 dan pasal 217 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 bahwa Terdakwa berhak dan wajib 

didampingi Penasihat Hukum (PH) di depan persidangan. 

2. Pejabat yang bersidang tidak memenuhi Pasal 149 Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 1997 (adanya hubungan keluarga sedarah atau semenda 

dengan Terdakwa dan pejabat persidangan termasuk Penasihat Hukum). 

3. Tidak melaksanakan ketentuan Pasal 141 Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 1997 yaitu khusus perkara asusila dan perkara tergolong rahasia militer 

dimana Hakim Ketua lupa menyatakan bahwa pemeriksaan perkara tersebut 

adalah tertutup untuk umum. 

4. Para Hakim, baik Hakim Ketua maupun para Hakim Anggota tidak boleh 

mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung atas perkara yang 

sedang disidangkan sesuai Pasal 150 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. 

5. Tidak menerapkan ketentuan Pasal 190 Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 1997 (apabila Terdakwa bersalah wajib dijatuhkan pidana demikian juga 

sebaliknya dibebaskan apabila tidak bersalah). 

6. Tidak menerapkan Pasal 192 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 

(putusan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di 

sidang terbuka untuk umum termasuk dalam perkara asusila yang semula 

pemeriksaannya dinyatakan tertutup untuk umum). 

7. Putusan Majelis Hakim tidak sesuai ketentuan Pasal 194 Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1997 (pointer-pointer yang wajib dimuat dalam 

putusan pemidanaan). 

 

 Majelis Hakim selain membaca berkas perkara secara utuh dan Surat 

Dakwaan, juga wajib menerapkan hukum acara dalam memeriksa perkara Terdakwa 

sehingga dalam pelaksanaan persidangan tidak ditemukan hal-hal yang menyimpang 

dari ketentuan hukum acara. 

  

Apabila syarat-syarat formil tersebut di atas baik pada tingkat Penyidikan, 

Penuntutan dan Persidangan tidak terpenuhi sesuai ketentuan hukum acara atau 

aparat penegak hukum mengabaikannya maka akibat hukumnya adalah : 
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1. Surat Dakwaan (SDAK) yang disusun Oditur Militer batal demi hukum 

karena dibuat/didasari pada BAP penyidik yang cacat formil. 

2. Apabila Majelis Hakim menilai Surat Dakwaan yang dibacakan Oditur 

Militer tidak memenuhi  ketentuan Pasal 130 ayat (2) butir a dan butir b, maka 

produknya adalah Putusan Sela. 

3. Apabila Majelis Hakim tetap memeriksa dan memutus perkara yang 

jelas-jelas BAP-nya cacat formil hanya dengan alasan percepatan penyelesaian 

perkara, maka atas putusan tersebut dapat dibatalkan oleh pengadilan tingkat 

banding dan putusan banding nantinya dapat berupa pelaksanaan sidang ulang 

dengan perintah menyempurnakan BAP dan atau memperbaiki Surat Dakwaan. 

4. Apabila putusan banding memerintahkan Pengadilan Militer Tingkat 

Pertama untuk melakukan pemeriksaan ulang karena dinilai pelaksanaan 

persidangan dan putusan “cacat formil” dan belum memeriksa pokok perkara, 

maka hal tersebut sangat menghambat dan menemui kesulitan karena 

Terdakwa dan para Saksi tetap diperiksa ulang padahal baik para Saksi dan 

juga Terdakwa sudah pindah alamat/domisili dan Terdakwa sudah pindah 

kesatuan. 

5. Menghambat percepatan penyelesaian perkara sehingga dapat 

berpengaruh pada pembinaan satuan dimana Terdakwa bertugas. 

 

Berdasarkan uraian-uraian di atas, terjawab sudah apa itu “Cacat Hukum 

Formil” yaitu akumulasi Berkas Perkara (BAP) dan Surat Dakwaan serta pelaksanaan 

Persidangan yang tidak memenuhi ketentuan hukum acara dalam Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 1997 sehingga menghambat percepatan penyelesaian perkara. 

 

 Untuk itu guna mewujudkan misi Peradilan Militer diantaranya adalah 

meningkatkan kualitas putusan pengadilan dan transparansi pelaksanaan 

persidangan serta memberikan pelayanan hukum terhadap Prajurit TNI sehingga 

perkaranya cepat selesai maka diharapkan aparat penegak hukum baik penyidik 

POM, Oditur Militer, Penasihat Hukum dan Hakim Militer haruslah menguasai hukum 

acara pidana formil dan menerapkannya yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 

tentang Peradilan Militer sehingga tidak berulangkali ditemukan berkas perkara dan 
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surat dakwaan serta pelaksanaan persidangan dinilai “cacat hukum formil” baik di 

tingkat Penyidikan, Penuntutan dan Persidangan. 

 Demikian tulisan ini, penulis tuangkan sebagai gambaran dalam 

mengimplementasikan penerapan hukum acara pidana (hukum formil), semoga 

berguna bagi aparat penegak hukum khususnya aparat yang berprofesi di Peradilan 

Militer yang sampai sekarang masih dipercaya eksistensinya oleh para pencari 

keadilan khususnya Prajurit TNI dan sekaligus jawaban atas tuntutan reformasi 

pelayanan hukum kepada masyarakat. *** 

  


